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MOTTO 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu 

menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak 

mengetahui. 

(Q.S Al-Baqarah : 216) 

Lakukan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu miliki, di mana pun kamu berada 
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ABSTRAK 

 

Fitri Suryani, 2022, Analisis Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah 

Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Menurut 

Perspektif Islam Pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi Pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan), 

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Agus Arwani, 

M.Ag . 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur 

akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 

keuangan di  Kabupaten Pekalongan dan juga menganalisis menurut perspektif 

Islam. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyajian laporan keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan dalam 

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010  sudah searah 

dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai syariat Islam 

 

Kata kunci : Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah, BPKD 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah 

hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 

1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata- kata 

Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana 

terlihat dalam Kamus inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan 

sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 
 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك
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 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 

 ء

Hamza 
H 

 

‟ 

 

Apostrof 

 Ya Y Ye ي
 

2. Vokal 
 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 ā = أ  A = أ

 ī = ي إ Ai = ي أ I = أ

 ū = وأ Au = وأ U = أ

3. Ta Marbutah 

Ta marbutah hidup dilambangkan 

dengan /t/ Contoh: 

 Ditulis mar’atun jamilah أ رم ة جميلت

Ta marbutah mati dilambangkan 

dengan /h/ Contoh: 

تمط اف   Ditulis fatimah 

4. Syaddad (tasydid, geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut. 

Contoh : 

ابن  Ditulis rabbana ر 

رلب  Ditulis al-bir ا 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 
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Contoh: 

سمال  Ditulis asy-syam ض 

 Ditulis ar-rajulu الر جل

 Ditulis as-sayyidah ةد لاس ي

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ 

diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan 

dengan tanda sempang. 

Contoh: 
 

 Ditulis al-qamar ا رمقل

 ’Ditulis al-badi ا عي دلب

 Ditulis al-jalil ا ل لج ال

 
 

6. Huruf Hamzah 

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. 

Akan tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di 

akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof 

/‟/. 

Contoh: 
 

 Ditulis umirtu أ مرث

 Ditulis syai’un صء ي
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Akuntansi keuangan daerah adalah salah satu bidang akuntansi 

sektor publik yang paling menonjol, dan telah menjadi fokus perhatian 

banyak orang sejak reformasi. Alasannya pembaruan kebijakan dari 

Pemerintah Republik Indonesia yang melakukan reformasi saat itu. 

Reformasi yang dilakukan dengan pergantian UU No. 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok pemerintah daerah dengan UU No. 22 Tahun 

1999 tentang pemerintahan daerah yang direvisi menjadi UU No. 32 

Tahun 2004. (Ζulyani, 2017, 10) 

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu aspek 

disiplin akuntansi yang masih dalam masa pertumbuhan di Indonesia. 

Secara umum akuntansi keuangan daerah sudah ada di semua negara 

sejak lama, namun belum secanggih akuntansi bisnis. Oleh karena itu, 

“akuntansi keuangan daerah bertugas mengidentifikasi, mengukur, 

mencatat, dan melaporkan setiap transaksi keuangan di instansi 

pemerintah daerah untuk digunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi” menurut (Fitriyana, 2018). 

Secara administratif keberadaan Kabupaten Pekalongan yang 

sudah lama berdiri selama 3812 tahun lalu. Bersumber dari berbagai 

penelitian  dari kelompok Penelaah Sejarah Kabupaten Pekalongan 

ada 5 gambaran yang dapat menjadi pelajaran di masa depan ialah 



 

2  

zaman prasejarah, zaman Kerajaan Demak, zaman Kerajaan Islam 

Mataram, zaman Penjajahan Hindia Belanda dan zaman Pemerintahan 

Republik Indonesia. (Pekalongankab, 2006) 

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Unit 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Badan Keuangan Daerah 

Kota Pekalongan adalah yang pertama membentuk Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau SKPD. Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari 

SKPD, Bagian Keuangan Setda, dan Bagian Aset Setda Kota 

Pekalongan. Pada tahun 2013, Perangkat Daerah Kota Pekalongan 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja. 

BPKD, juga dikenal sebagai Badan Pengelola Keuangan 

Daerah, adalah lembaga pemerintah daerah yang membidangi 

pendapatan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah. Didirikan 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 

Tahun 2016, yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah mempunyai visi yaitu “Menjadi Badan yang 

Transparan dan Akuntabel Didukung oleh pelayanan Prima Dalam 

Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pelayanan Aset Daerah 

yang Berdaya Guna”. (Bpkd Kab. Pekalongan, 2015) 

Sejak tahun 2016 hingga saat ini, PemKOT atau Pemerintah Kota 
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Pekalongan telah menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian 

dari BPK atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Namun meskipun 

mengalami peningkatan yang cukup drastis, masih ada permasalahan 

yang harus diperbaiki. Diantaranya permasalahan pada asset tetap 

(seluruh tanah milik Pemerintah Daerah belum dimiliki, dikuasai dan 

belum bersertifikat). Dan juga permasalahan pertanggungjawaban 

masalah belanja seperti bantuan sosial, hibah dan Bankeu (masalah 

pendapatan masih adanya pendapatan yang belum atau terlambat 

untuk disetorkan ke kas daerah atau penggunaan secara langsung guna 

kepentingan operasional). (Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2021) 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu 

Pemerintah Kabupaten Jawa Tengah yang wajib menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, yang meliputi laporan realisasi 

anggaran, laporan perubahan saldo kelebihan anggaran, neraca, 

laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan. dalam 

ekuitas. 

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran 

 

Laporan 

Realisa

si 

Angga

ran 

Tahun 2019 Tahun 2018 

Anggaran Realisasi Peningkatan  Realisasi 

Rp Rp Rp Rp 

Pendapat

an 

Lapora

n 

Realisa

si 

 

 

 

2.288.761.562.8

31,00 

 

 

 

2.182.770.952.4

55,51 

(95,37%) 

 

 

 

81.321.649.95

8,68  

(3,87%) 

 

 

 

2.101.449.302.4

96,68 
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Angga

ran 

Realisasi 

Belanj

a dan 

Transf

er 

 

 

2.449.343.147.8

00,00 

 

 

2.183.534.790.0

05,00 

(89,15%) 

 

 

22.790.359.68

2,00  

 (1,05%) 

 

 

2.160.744.430.3

23,00 

Realisasi 

surplus 

(160.581.584.96

9,00) 

(763.837.549,49

)  

 

(0,48%) 

58.531.290.27

6,68 

(98,71%) 

(59.295.127.826,

17) 

Pembiaya

an  

160.581.584.969

,00 

160.620.432.491

,71 

(100,02%) 

69.236.396.10

3,17 

(30,12%) 

229.856.828.594

,88 

 

Tabel 1.2 Laporan Saldo Awal Lebih 

Laporan 

Perubahan 

Saldo Awal 

Lebih 

Tahun 2019 Tahun 2018 

 

Rp 

 

Rp 

Saldo Anggaran 

Lebih Awal 

170.561.700.768,71 230.082.577.777,81 

Penggunaan 

Saldo 

Anggaran 

Lebih Sebagai 

Penerimaan 

Pembiayaan 

Tahun 

Berjalan 

170.564.364.091,71 229.787.303.094,88 

SiLPA 159.856.594.942,22 170.561.700.768,71 

Koreksi 

Kesalahan 

Pembukuan 

Pada Tahun 

Sebelumnya 

2.663.323,00 (295.274.682,93) 

Saldo Anggaran 

Lebih akhir 

159.856.594.942,22 170.561.700.768,71 

 

Tabel 1.3 Neraca 

Neraca  31 Desember 2019 31 Desember 2018 Peningkatan  

Rp  Rp  Rp  
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Saldo Aset  3.020.680.906.818,08 2.763.481.985.690,28 294.091.062.275,18 

Kewajiban 3.020.680.906.818,08 2.763.481.985.690,28 257.198.921.127,80 

Ekuitas  3.020.680.906.818,08 2.763.481.985.690,28 257.198.921.127,80 

 

Tabel 1.4 Laporan Operasional 

Laporan 

Operasional 

Tahun 2019 Tahun 2018 Peningkatan/Penuruna

n 

Rp  Rp  Rp  

Surplus/Defisi

t  

255.586.079.623,1

8 

308.015.877.593,6

9 

52.429.797.970,51 

 

Tabel 1.5 Laporan Arus Kas 

Laporan 

Arus 

Kas 

Tahun 2019 Tahun 2018 Peningkatan/Penurunan 

Rp  Rp  Rp  

Saldo 

akhir 

kas 

159.978.997.375,22 170.885.143.205,71 10.906.145.830,49 

 

Tabel 1.6 Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan 

Perubaha

n Ekuitas 

Tahun 2019 Tahun 2018 Peningkatan  

Rp  Rp  Rp  

Saldo 

Ekuitas 

Akhir 

2.992.578.617.239,9

0 

2.736.173.057.891,4

4 

256.405.559.348,4

6 

 .(Bpkd Pekalongan, 2020) 

Tujuan penyajian laporan keuangan adalah untuk mengatur 

penyajian laporan keuangan untuk alasan umum dalam rangka 

meningkatkan komparabilitas laporan keuangan baik terhadap 

anggaran, antar periode, maupun antar perusahaan. Standar ini 

memastikan semua masukan berupa penyajian laporan keuangan, 

rekomendasi struktur laporan keuangan, dan standar minimal isi 

laporan keuangan untuk memenuhi tujuan tersebut. (PP No.71, 2010, 
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Lampiran 1.02 PSAP 01-1) 

SAP memiliki keunggulan dalam membimbing dan 

mengarahkan akuntan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan pemerintah. Selain itu, “dapat membantu auditor dalam 

mengaudit laporan keuangan pemerintah” menurut (Enda Baisida 

Lauma, Jenny Morasa, Lintje Kalangi, 2016, 86). Adanya Standar 

Akuntansi Pemerintahan dapat menjadikan kita lebih mengetahui 

bagaimana menyusun laporan keuangan pemerintahan dengan teliti 

dan tepat. Serta menjadi lebih hati-hati agar laporan keuangan 

pemerintahan yang dibuat sinkron dengan SAP. Dalam penyusunan 

laporan keuangan yang merujuk pada SAP bisa menjadi usaha demi 

menciptakan Good Governance. Seperti yang telah diketahui elemen-

elemen padastandar akuntansi pemerintah adalah akuntabilitas, 

tranparansi, dan partisispasi. Pertama akuntabilitas dengan adanya 

standar yang dimiliki akan berdampak transparan semua target kinerja 

yang akan dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan.(Sri Wahyuni, 

2015,175-176)  

Dalam penelitian yang dilakukan Yurike Annisa’ Amsy, 2021 

yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi 

Terhadap PP No. 71 Tahun 2010 Dalam penyusunan Laporan 

Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota 

Bandar Lampung”. Semua pemerintah harus menggunakan SAP 

berbasis akrual untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang 
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akuntabel dan transparan. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai 

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan sebagai lembaga yang 

menerapkan sistem akuntansi dan wajib melaporkan transaksi daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan data 

sekunder dikumpulkan dari buku dan jurnal, diikuti dengan data 

primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menerapkan akuntabilitas 

dan transparansi sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 dan dari 

perspektif Islam, sesuai dengan temuan penelitian ini.  

Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Imam Syairozi, 

Akhlis Priya Pambudy, Mohammad Yaskun, 2021 yang berjudul 

“Analisisa Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi 

Keuangan Daerah”. Pemerintah daerah dihimbau untuk menerapkan 

sistem informasi keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 

No.56/2005 (SIKD). Data yang dikumpulkan pada dasarnya adalah 

hasil dari sistem akuntansi keuangan daerah yang diatur dan disajikan 

sesuai dengan standar akuntansi federal. SIKD ini bertujuan untuk 

membantu pemerintah daerah mengelola dan memenuhi tanggung 

jawabnya atas keuangan daerah dengan tetap menjaga transparansi 

dan akuntabilitas sejalan dengan tata kelola yang baik. Studi ini 

mengevaluasi penetapan program atas realitas anggaran untuk 

program kemiskinan dan pengangguran dengan menggunakan analisis 
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kualitatif dan kuantitatif. Sementara analisis kuantitatif digunakan 

untuk menilai kinerja anggaran daerah, gagasan value for money 

diterapkan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem 

informasi keuangan daerah masih jauh dari harapan, karena 

pemerintah daerah masih belum memenuhi Peraturan Pemerintah No. 

56 Tahun 2005. 

Penyajian laporan keuangan yang akuntabilitas akan 

menghindari pemerintahan yang tidak sehat. Kedua transparansi 

dengan adanya standar yang dimiliki akan berdampak keterbukaannya 

pemerintah atas segala kegiatan yang dilakukan. Adanya transparansi 

akan menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan mudah 

dipahami.(Robi Maulana, 2014, 2) Sehingga pemerintah akan dapat 

kepercayaan lebih oleh masyarakat karena telah terbuka dari kegiatan 

yang telah dilakukan. Selanjutnya bisa mengendalikan keuangan di 

daerahnya karena pemerintah pusat tidak mencatat apa saja yang 

masyarakat daerah inginkan merupakan partisipasi dengan adanya 

standar yang dimiliki pemerintah daerah. 

 

Tabel 1.7 Ringkasan Research Gap prosedur akuntansi 

keuangan daerah sesuai SAP 

Research Gap Hasil Peneliti 

Hasil penelitian yang 

berbeda  

Sesuai SAP, bersifat 

akuntabel, transparan 

 Fitriyana, 

S.Akun (2018) 
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 Ζulyani (2017) 

 Belum sesuai SAP  Evi Andiyani 

(2016) 

 

Berdasarkan tabel yang tertera diatas mengenai Prosedur Akuntansi       

Keuangan Daerah dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

menunjukkan bahwa hasil penelitian masih belum sama. 

Alasan penulis melakukan penelitian ini karena adanya permasalahan 

seluruh tanah milik Pemerintah Daerah belum dimiliki, dikuasai dan 

belum bersertifikat dan masalah pendapatan masih adanya pendapatan 

yang belum atau terlambat untuk disetorkan ke kas daerah atau 

penggunaan secara langsung guna kepentingan operasional. 

(Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2021). Sehingga dapat disimpulkan 

masalah dalam pertanggungjawaban laporan keuangan masih kurang.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

“ ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 

DALAM PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN MENURUT 

PERSPEKTIF ISLAM PADA PEMERINTAH KABUPATEN 

PEKALONGAN (Studi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Pekalongan” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Para peneliti menemukan masalah berikut berdasarkan latar 

belakang kekhawatiran yang disebutkan di atas: 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan yang sesuai PP  Nomor 71 Tahun 2010? 

2. Bagaimana prosedur akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

dilihat dari perspektif islam yang sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan 

masalah tersebut di atas: 

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah 

kabupaten Pekalongan yang sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010? 

2. Untuk menganalisis prosedur akuntansi keuangan daerah dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan dilihat dari perspektif islam yang sesuai PP Nomor 71 

Tahun 2010?
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D. Manfaat Penelitian 

 

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan : 

1. Bagi instansi/lembaga 

 

Penulis berpendapat bahwa penelitian ini akan memberikan 

informasi yang akan membantu untuk meningkatkan pembuatan 

laporan pertanggungjawaban keuangan dengan menggunakan SAP 

dan dari perspektif Islam agar sesuai dengan aturan pemerintah. 

Juga, sebagai evaluasi institusi untuk memastikan tidak ada 

kesalahan yang terjadi atau pernah terjadi sebelumnya. 

2. Bagi peneliti dan pembaca 

 

Penulis bermaksud menggunakan hasil penelitian ini sebagai 

bahan penelitian dalam penyusunan skripsi yang merupakan salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akuntansi syariah. Ia 

juga berharap dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan tentang prosedur akuntansi keuangan daerah dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dari 

perspektif Islam, serta sebagai sumber referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 
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E. Sistematika Pembahasan 

 

BAB I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori yang memuat teori teori berkitan dengan penelitian berupa 

pengertian, penelitian terdahulu, kerangka teori. 

BAB III Metode Penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, setting 

penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan 

data, metode analisis data. 

BAB IV Hasil Dan Pembahasan yang berisi analisis dari hasil pengolahan data dan 

pembahasan. 

BAB V Penutup berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran. 

Daftar Pustaka berisi referesi-refernsi yang digunakan dalam penelitian. 

Daftar Lampiran berisi data-data pendukung. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 
 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan merangkum temuan penulis dari penelitiannya. Berikut 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian penulis yang berjudul 

“ANALISIS PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DALAM 

PENYUSUSNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

KEUANGAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM PADA PEMERINTAH 

KABUPATEN PEKALONGAN (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pekalongan)”: 

1. Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010, merupakan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam 

menghasilkan laporan kegiatan anggaran dan belanja yang transparan 

dan akuntabel. Dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan mengikuti 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Keuangan Daerah. 

2. Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan 

menggunakan konsep pengelolaan keuangan syariah, antara lain: 

amanah, menafkakan harta dengan benar, pertanggungjawaban dan 

menegakkan keadilan dan kebenaran. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

 

Peneliti menemukan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Penelitian penulis hanya berfokus pada metode akuntansi daerah 

sehingga belum mencakup persoalan yang luas, maka penulis berharap 

penelitian ini dapat dilanjutkan oleh mahasiswa lain yang membahas 

lebih dalam lagi permasalahan-permasalahan dalam prosedur akuntansi 

keuangan daerah. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Pekalongan saja, sehingga 

hasil penelitiaannya tidak berlaku atau tidak sama apabila objek 

penelitian dilakukan pada kota atau daerah lainnya. 

 
 

C. Implikasi Teoretis dan Praktis 

 

1. Implikasi teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan lebih dan juga 

wawasan serta sumber referensi ataupun bahan pengamatan untuk peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih luas mengenai prosedur 

akuntansi keuangan daerah dan bisa jauh dikembangkan lagi. 

2. Implikasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang 

bermanfaat dan menjadi gambaran yang nyata dan objektif tentang prosedur 

akuntansi keuangan daerah seperti BPKD, sehingga nisa dapat membentuk 

kebijakan untuk memelihara aspek positif laporan pertanggungjawaban dan 
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meningkatkannya sehingga menjadi pemerintah daerah yang menjunjung tinggi 

kepercayaan masyarakat.  

D. Saran 

 

Saran penulis akan didasarkan pada hasil pembahasan, analisis, dan kesimpulan 

yang dicapai mengenai “Analisis Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Dalam 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Menurut Perspektif Islam Pada 

Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Pekalongan)" Penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk memaksimalkan kemampuan dan kompetensi SDM, BPKD harus 

mengadakan pelatihan maupun sosialisasi dalam penyusunan laporan keuangan 

daerah. 

2. Penelitian berikutnya sebaiknya melakukan penelitian dalam kurun waktu 5 

tahun terakhir, supaya data yang diperoleh dapat berkembang lebih lanjut 
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